
PEMERINTAH I(ABUPATEN MU KO]-{U KO

PERATURAN DAERAH KASUPATEN MUKOMUKO

NOMOR ; 34 TAHUN 2004

TENTANG

RETRISUST SURAT IZrN USAHA PERDA,GANGAN (SrUp)
DAN RETRIBUSI TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP)

DENGAN R.AHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menirnbang

Mengingat

\-.

BUPATI MUKOMUKO,

bahwa dalanr rarngka penyelenggaraan Pcnrcrintahan dal

pembangunan sebagai pelaksanaan otonomi daerah yang nyat;

dan beftanggunEjawab diperlukan upaya ekstensifikasi retribus

daerah yang merupakan salah satu sumber pendapatan daeral 
+'

yang penting guna membiayaii penyelengaraan pemerintahan dar

pembangrrnan tersebut ;

bahwa Surat Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Perusahaar

yang diterbitkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koperasi dar

UKM Kabupaten Mukomuko dalam pelaksanannya dapat dimasukarr

sebagai salah satu ekstensifikasi retibusi Daerah Kabupater

Mukomuko;

bahwa untuk melaksanakan huruf a dan b di atas untuk biay;:

pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan, Tanda Dafta

Perusahaan perlu dipungut retribusi yang diatur clengan Peraturai

Daerah.

Unc!.lnr;-undanq Nomor 0!i 'lahun 1981 lcntanq flukum Acar.,

l)iclanir (Lenrbararr Ncrtarii Ri:putrlik Indonesi;r l-ahLrn 1981 Nomo

/6 I ;rrrtba han [-r.rrn bir ran Nec;;: ra Nclnior "] 2( t1.] ) ;
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2.

3.

-t.

ll.

Undang - Undang Nomor 03 tahun 1982 tentanq Wajib Daftar

Perusahaan (Lenrbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982

Nomor 7, Tambahan Lembaran Nega,ra Nomor 321a) ;

Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611) ;

Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak Daerah

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor

246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;

Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2003 tentanc; pemtrentukan

Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di

Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nonror a266);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentanq pembentukan

Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan LemLraran Negara

Nomor a3B9);

L),

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

125, Tambahan Lembaran Negara Nomor aa37);

Undang-undang Nomor 33 tahun 200q tentang Perimbangan

Keuangan Antara Penrerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 12"5. Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4438 );

Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang

Kewenangan, Pcngaturan, Pembinaan dan Pengembangan

Industri (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 1986

Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun i995 tentang Izin Usaha

Industri (Lembararr Negara ftepublik Indonesi;r -fahun 
1995

Nomor 25, Tambahan l-embaran Negara Nomor 3596) ;

ir

9.
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan

Pemerintah dan Kewenangan Fropinsi Sebagai Daerah Oconom

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54.

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor

119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri I'lomor 174 Tahun 1997 tentang

Pedoman Tata Cara Pemungut.rn Retribusi Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 05 Tahun 2005

tentang Susunan Organisasi dan Tat.r Kerja Dinas Daerah

Kabupaten Mukomuko.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKII-AN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN MUKOMUKO

dan

EUPATI MUKOMUKCI

MEMUTUSKAN:

MenetapKan : PERATUR,AN DAERAH KABUPATEN }iIUKOMUKO TENTANG

RETRIBUSI SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) DAN

RETRIBUSI SURAT TANDA PENDAFTARAN PERUSAHAAN

(rDP).

BA8 I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1-

Dalam Ptlraturan Dlttr;rli irri yanq cJim;rksud clenc.;i,rlr :

a. Daerah adalah Daeralr Kabupaten Mukoniuko;

b. Pemcrintah Daerlh lclal;rh Pemerintah Dacri:lr KlibuJ;,rtirrr lvlrrkorrrukr-r;

c. Bupati adalah Bupati Kabupaten Mukornuko;

d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daeralr Kabupaten Mukonruko;

*o
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k.

l,

e' Pejabat adalah pe-gawai yang cliberi tuEas tertentu clibidanq retribusi cjaerah sesu;
dengan Peraturan penrndang-unclangan yanq berlaku;

f ' Retribusi aclalah uang yang dipungut dari pihak ketiga ;ikibat cjari pekerlaar
administrasi seperti pemberian surat resmi termasuk salinannya yang dilakukan olel
Pemerintah Kabupaten Mukomuko;

g' Retribusi Perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatarr tertentu peme rrntai
Kabupaten Mukomuko dalam rangka pemberian izin kepao.r orang pribadi atau badar
yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan ata:
kegiatan pemanfaatan ruang, fasilitas tertentu quna melindunqi kepentingan umun
dan menjaga kelestarian lingkungan ;

h' wajib Retribusi adalah orang pribadi atau barjan yanq menuntut peraturan perunctani

- undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;
i. Koperasi adalah badan usarra yang bcranglgotakan orancJ-orang atau bradan hukun

koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaliqu:
sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berclasarkan atas azas kekeluargaan;

j' Koperasi Primer adal;rh Koprasi yanrl rJiclirikan olelr clan bcranqqotakan orang-
seorang;

Koperasi Skunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi
Retribusi Surat izin usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat dengan SIUp dan $.
Ritribusi Tanda Daftar Persahaan yang selanjutnya disingkat dengan TDp adalah
adalah Retribusi yang dibayar atas pemberian sIUp dan -rDp kepad.: orang pribadi
atau badan untuk kepentingan usahanya ;

m' Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang oieh peraluran perundanq-

undangan retribusi, cliwajibkan untuk melakukan pembayaran rctribusi ;

n' Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi
wajib retribusi unluk menranfaatkan pemberian SIUp cjan TDp dari pemerintah

Kabupaten Mukomuko;

o' Surat Pendaftaran objck Retribr-rsi Daerah yanq selanjutny.r cJapat ciisingkat SpdoRD,
adalalr surat yang cligunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan dat.r objck
retribusi dan wajib retribusi sebagai clasar pcrhitunqan clcln pembayaran retribusi
menuntt Peraturan prtrundancl * lJndanqan l{elribusi Dac":rah ;

p. Surat Kelctapan [:.r:tribu:;i D;rcrah yang selanjutnya clapat, disinqkat SKRD adalah surat
keputus;:n yanq mcnentukan besarnya jLrrnrah rctribugi yanq t.rrutanq ,

-.'--ffi---:'-..,:,:r.::ffi 
:i::l]:::s..::r:f ::ri_.:::ir ::r:r:::-
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q.

r.

Surat Ketelapan Retribusi Daerah Kurangr Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat

disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah

retribusi yang telah ditebapkan ; .

Surat Keterangan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disipgkat

SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran

karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak

seharusnya terutang ;

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat

untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan

atau denda ;

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD

atau dokumen lain y.rng dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yanq diajukan oleh

wajib retribusi ;

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, nrengumpulkan dan

mengelola data dan atau keterangan lainnya cJalam rangka pcngawasan kepatuhan

pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan Peraturan Perund.rng-undangan

retribusi daerah.
s.

Penyidikan Tindak Pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang

dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk

mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang

retribusi daerah yang terjadi sefta menernukan tersangkanya.

BAB II
ilIAIlTA, OBJEK DAN SUBJEK RFTRIBUSI

Bagian Kesatu

Nama Ret:'!busi

Pasal ?,

Dengan nama Retribusi SIUP dan l-DP dipungLrt retribusi sebagai pembayaran atas

pemberian SIUP dan TDP kepada orang pribadi atau badan untuk kepentingan usahanya.

c

$

u.
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Bagian Kedua

Objek dan $ubjek Retritrusi

Pasal 3 \

(l).Objek Retribusi adalah pemberian SIUP dan TDP kepada oranq pribadi atau badan.

(2). Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang di berikan SIUp dan TDp yang

berbentuk :

a. PT. (Perseroan Terbatas)

b. CV ( Persekutuan Komanditer )

c. Persekutuan Firma ( Fa )

d. Perusahaan Perorangan (UD, Toko dan Koperasi)

e. Bentuk Perusahaan Lainnya

f. Perusahaan Asing.

(3) Dikecualikan dari objek retribusi adalah : pedagang Keliling, Pedagang Asongan.

Pedagang pinggir jalan atau padagang kaki lima.

BAB III
TATA CARA, PERSYARATAN DAfrl

PEHGGOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

(1) Retribusi SIUP dan TDP digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu.

(2) Tata cara dan persyaratan untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pasal 1

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA DAT{

BESARNYATARIF RETRIBUSI IUP DAN TDP

Bagian Kesatu

Cara f-lengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 5

Tingkat penggunaarrr jasa c!iukur trcrdasarkarn nioclal cii:ctor clarr kekirya;in bcrsilr {netto
suatr.t Perusahaan.

rc:I::i::::::::*,:i=-ffi

;.
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Bagian Kedua

Besar Tarif Retribusi Izin Usaha Ferdagangarr

pasal 6
Besarnya Tarif retribusi ditetapkan sebaqi berikut :

a. Perusahaan Terbatas (pT)

(Nilai diluar tanah dan bangunan)

- RP. 0 slD RP. 5.000.000.000,_

- Rp.5.000.000.000,_ 25.000.000.000,-

- Rp.25.000.000.000,_ Keatas

Persekutuan komanditer (CV)

(Nilai diluar tanah dan bangunan)
- Rp. 0 sld Rp. 250.000.000,-

- Rp. 250.000.000,- s/d 500.000.000,-

- Rp. 500.000.000,- s/d 1.000.000.000,_

- Rp. 1.000.000.000,- keatas

Perusahaaan Mitik Negara/ daerah (BUMN, BUMD)
(Nilai diluar tanah dan bangunan)

- Rp. 0 s/d 5.000.000.000._

- Rp. 5.000.000.000,- s/ci 25.000.000.000._

- Rp. 25.000.000.000,_ keatas

Perusahan perorangan

(Nilai diluar tanah dan bangunan)
- Rp. 0 s/d Rp. 10.000.000,-

- Rp. i0.000,000,- s/d 50.000.000,_

- ilp. 50.000.000,- s/d 100.000.000,_

" Rp. i00.000.000,- s/cl 200.000.000,.
. ttp. 200.000.000,- s/cl 500.000.000,-

ttp. 500.000.000.- kearas;

b.

ilp. 3.000.000,-

ftJr. 5.000.000,-

R.p. 7.500.000,-

Rp. 200.000,-

Rp. 400,000,-

Rp. 750.000,-

t{p. 1.000.000,-

Rp. 3.000.000,-

Rp. 4.000.000,-

Rp. 6.000.000,-

I{p. 30.000,-

Rp. 50.000,-

Rp" 100.000,-

Rp. 150.000,.

11.p. 2t10.000,-

il1r. 500.000,

$.

d.

%--**_- a* --*--'__ *__ -* --i ._ _:__, j.::: ::,a: :::::..::*::--€e:
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e. Perusahaan Asing

(Nilai diluar tanah dan bangunan)

- Rp. 0 s/d 5.000.000.000,-

- Rp. 5.000.000.000,- s/d 25.000.000.000,-

- Rp. 25.000.000.000,- keaias

Badan usaha Perorangan ( UD, Toko dan Koperasi)
- Rp. 0 s/d Rp. 100.000.000,-

- Rp. 100.000.000,- sld Rp. 200.000.000,-

- Rp. 200.000.000,- s/d Rp. 500.000.000,-

Bentuk Lainnya

- Rp. 0 s/d Rp. 5.000.000,-

- Rp. 5.000.000,- s/d Rp. 10.000.000,-

- Rp. 10.000.000,- s/d Rp. 25.000.000,-

D^| \H.

Qn''t-'

Rn''r'

4.000.000,-

5.000.000,-

10.000.000,-

f.

g.

t{p. 150.000,-

ir.p. 300.000,-

Rp. 500.000,-

Rp. 15.000,-

Rp. 25.000,-

Rp. 50.000,-

Bagian Ketiga

Besar Tarif Retribusi Tanda Daftar perusahaan

Pasal 7 i.

Prinsip-prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi didasarkan pacla pokok-pokot

Keputusan Menteri Perindustrian Perdagangan Nomor : 5g7lReplgl2004 tentan!
Pedoman Biaya Administrasi Wajib Daftar Perusahaan selanjutnya disebut BA - WDp

adalah biaya yang dikenakan kepada setiap perusahaan yang didaftarkan dalam daftar
perusahaan dengan besaran berkisar maksimal antara Rp. 1.00.000,- sampai dengan Rp

1.000.000,- dengan rincian sebagai berik

Bentuk perusahaan 
'_- _'I - Bi;yaWDp SK Mpp No. -]DeIlLUKrefUSanaan | ' - -- !I se7lKeplelzoo4 

ipt' 
i oo soo.o-do, j

cv .r' {

I np. 25o.ooo,- i

I

5971Kep/9/2004

Fa I np. tso.doo,-
peioringan (ub,-ror<c,, kopcrasi) I *o rob.ooo,-

?'

i 
neniut< Lainnva

I neruiatraan nsinq

roo.oo0, j

1 .000.000, - 
l

I ^ t.--:^;-r--.-: -- ^r- - I

I Hesaran biaya adrninistrasi atas pelay:nan informasi perusahaan sebesar iI sesaran biaya aclrninistrasi atas peray:nan informasi perusahaan ,*b*ra, It'
I np. zs.ooo: It______l
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BAB V

WIISYAH PEMUNGGUTAN, MASA RITRIBUSI DAN SURAT PEruDAFTARAN

Pasa! I
Retribusi yang terutang dipungut di tempat Surat lzin Us.rha Pr:rdaganqan ( SIUp ) dan

Tanda Pendaftaran Perusahaan ( TDP ) diberikan.

Pasal I
(1) Masa Retribusi izln us.rha perdagangan adalah jangka waktr: I (satu) t;rhun.

(2) Masa retribusi -landa Daftar Perusaha.rn ( TDP ) jangka waktu 1 (satu) tahlrn

Pasal 1O

(1) Setiap Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.

(2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus cJiisi dengan benardan lengkap

serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.

(3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD ditetapkan oleh +.
Bupati Kabupaten Mukomuko.

BAB VI
PENETAPAN RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 1L

Penetapan tetrutang pada saat diterbitkan SKRD atau dokurnen larn y;rng cirpersamakan.

Pasal 12

(1) Pcnetapan retribusi lx:rdasarkan SPTRD dengan nrclncrbitkan SKRD .

(2) Dalam hal SPTRD tid.rk dipenuhi oleh wajib f{etribusi scbaqainran.r nlLlstinya, mak;

clite--rbitk;rn SKRD sc'rarl l;rbatarr.

(3) Bentuk rlari ts;i SKI?.D.;r:iraqainun;r clirrurl<surJ parla;ry;il (l) rlrfi:tapk;rn oli:i'r Kepalz

[)aer,rlr.
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(1)

(2)

Pasal 13

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan cJitemukan clata [:aru atau d;rt.r yancl semul;
belum terungkap menyebabkan penambahan jumrah retribr'tsi yanq terutang, mak;
dikeluarkan SKRD tambahan.

SAB VII
TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAT\tr DAN PEruAGIHAN

Pasal 14

Pemungutan Rr:tribusi tidak dapat cliborong;lcan .

Retribusi clipungut dengan tnengc;unirkarr sKRt) .rflrr-r (l{)k1n}t,rp l;rirr vanr
dipersamakan

Pasal 15

Retribusi yang terutanc; ltarus dilunasi sekaligus clrnruk;r untuk l(satLr) rnas3 retribusi .

(1) Retribusi yanq tcrutang dilun.:si selambat-lambatnya 15 (lrrn;r bt:las) lrnri sejal
diterbitkannya sKRD atau dokumen lain yanq persamaan clan SKRDKBT. r.

(2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi rliatr-rr lebih laniu
dengan Peraturan Bupati.

(3) Pengeluaran surat teguran / perinqatan 1 surar r;rin y;rrrq :;e.1enis

tindakan pelaksanaan pcnagihan rr:tribusi clikelu;rrk;n :;{j(rcr:j seti.:hh

sejak tempo pembayaran.

(4) Dalam jangka waktu 7 {tujuh) hari seterlah tanggal iuriit tdgur;rn I peringatan
surat lain yanq sejenis, w.:jib retritrusi harus melunasi rctribusinya ylng terutanq.

(5) Surat teguran sebagaimana dinraksucJ pacla ayat (1) dikeluark;rn oleh pejabat yant
dituniuk.

BAB VIIX

SANKSI ADMINISTRASI

trasal 1"6

sebaglei awe

,r (tuluh) hai

Dal;:m hal w;rjib rr.tr.it-ir,r;i lid.rk mc,nrt-rayrrr k:p;rt. 1r;rc1;r

dikenakan sanksi adnrinistrasi berupa bunga Z % (dua

yang terhutang atau kurang dibayar cJan ditactih denqan

wakt.unyii ;tartr kur,ini; nrenrbaya

persen) setrap bulan dari retribus

mcnggrrnakan STRD.
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tsAB IX

KEBERATAN

Pasal 17

(1) wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau ryjabat yan{

ditunjuk atas sKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDLR.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis clalam Bahasa Indonr:si;r denqan clisertai alasan

alasan yang jel.rs.

(3) Dalam hal wajib retribrusi mengajukan keberatan ata:; ketetapan rctribusi, wajii

retribusi harus dapat nrembuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.

(4) Keberatan harus diajukan clalam jangka waktu paling lama Z (clLra) bulan seja

tanggal SKRD atau dokumen lain yanq dipersamakan, SKRDKBI dan SKRDLI

diterbitkan. Kecuali apabila wajib retribu:,i tertentu dapat menunjukan bahrsa jangk;

waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kuasanya.

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan selxgaimana cjimaksud pacla ayat (2

dan (3) tidak dianggap sebagai surat keber.atan, sehingga ticlak rJipcrtirlbanqkan.

(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban menibayar rctribusi clan

pelaksanaan rytnagihan retribusi.
i.

Pasal 18

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bLrlan sej;rk tanqgal keberatai

diterima harus memberi keputusan atas keberatan ya:ng1 diajukan.

(2) Keputusan Bupati alas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian

menolak, atau menambah besarnya retribusi yanq terutanq.

Pasal L9

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dirnaksud pacla ayat (1) pasal 20 telah lewa

dan Bupati tidak memberikan s;uatu keputusan, l<eberatan tersebut clianqgap clikabulkan.

BAB X

PENGEMBALIAN KELESII-IAN PEMBAYARAN

Pasal 2S

( 1) Ata: kclcbilurn pentbetyaran rr:tribu-.;i, rva jib retribusi, claprt mengajukai

pcrmohonan pcngcrrbalian kepada Bup;rl i.
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(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enanr) bulan sejak diterimany;
permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1
harus memberikan keputusan. 

;

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana climaksuci pada ayat (?) tetah clilampaui dar,

Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengemba:li.rn retribusi dianggal,

dikabulkan dan SLRDLB harus diterbitkan clalam jangka waktu paling lama 1 (satur,

bulan.

(4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayarai:

retribusi sebagaimana dimakud ayat (1) langsung diperhitungkan untuk meluna:,

terlebih dahulu hutang retribusi terseburt.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana cJimaksucl pada ayat (L ,

dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (clua) bul,rn sejak diterbitkanny.,

SLRDLB.

(6) Apabila pengembalian pembayaraan retribusi dilakukan setetali lewat jangka wakt.r

2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (clua persen);

Pasal 21

(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribr:si diajukan secara tertuli;*.
kepada Bupati dengan sekurang-kumngnya nrenyebutkan :

a. Nama dan alamat wajib retribusi;

b. Masa Retribusi;

c. Besarnya kelebihan retribusi;

d. Alasan yang singkat dan jelas;

(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secdr,,

langsung atau melalui pos tercatat.

(3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercate.;

merupakan bukti sah pernrohonan diterima oleh Bupati Kabupaten Mukomuko.

Pasal ?2

(i) Pengembalian kelebihan retriirusi dilakukirn <1enc;an rnemberikan Surat perinta 
r

Membayar Kelebihan retribusi;
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(2) Apabila Kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribus

lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal ?1 ayat (4), pembayaran dilakukar

dengan cara pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XI

PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIEUSI

Pasal 23

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, kr:ringanan dan pembebasan retribusi.

(2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada aya

(1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain, dapat diberikar

kepada pengusaha kecil untuk mengangsur.

(3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikar

kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana alam, kerusuhan.

(4) Tata cara pengaturan, keringanan dan penrbebasan retribusi clitetapkn oleh Bupat i.
Mukomuko.

BAB XII
KETENTUAN PENAGIHAN

Pasal 24

(1) Hak untuk melakuketn penaqihan retribusi, kadaluars.a setelah melampaui jangk;

waktu 3 (tiga) tahun terhitung retribusi, kccuali apabila rvalib reiribusi nrelakukar

tindak pidana dibidang retribusi.

l- . ,t_o (2) Kadaluarsa penagihan retribusi setlagaimana climaksuci pacla ayat (1) pasal ir,
tertangguh apabila :

il. Diterbitkan surat tt_-guran clan

tt. Ada penqakuan hutanq retribusi dari wajib retribusi baik l;rnqsunq nraupun tida;

langsung

(3) Piutang retribusi yana tidak ntungkin ditagih lagi karcn;r hak untLrk rnclakuka,:

*n1?lnu:'u o':rr1o':_::::%
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(2)

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

pasal ?S

(1) wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban, sehingga merugikan keuanga:
Daerah diancam Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda palin,l
banyak 4 (empat) kalijumlah retribusi terutang;

(2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) acrarah peranggaran.

BAB XIV

PENYIDIKAFI

Pasal 26

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah Daerah dibe, i

wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana c i

bidang perpajakan daerah atau retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undanc
undang Hukum Acara pidana yang berlaku.

ic
wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pacla ayat (1) adatah:

a. Menerima, mencari, mengumpulkan clana peneliti keteranctan atau lapora r

berkenaan dengan tindakan pidana bidang retribusi cJaerah agar keteranga,r
atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b' Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengonar orang pribadi aLa ;

badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukari s;ehubungan dengan tinda,;
pidana dibidang retribusi daerah ;

c' Mcminta ketcrangan dan bahan tlukti cJari oranq prib;rc1i ataru bac1;r1 sehubunga ,

dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;

d' Memeriksa buku-buku, catatan-catatan cjan dokr.rmen-cjokunren lilin berkenaa;,
dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bah.rn bukti pembukuar:
pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta nrelakukan penyitaan terhadal.,
barang bukti tersebut ;

f. Meminta bantuan tenaga ahli d;rlarn rangka pclaksarr;uin tuqas penyidikan tinda,:
pidana dalarn bidang retribusi daerah ;

--..- -*.-*'*'*-%
PERDA Kab. ltfukomuko Tahun 2OOS



g' Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang dalam meninggalkan ruanga 1

atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriks :

identitas orang dan/atau dokumen yariq clibawa sebagaimann cjimaksud pac i
huruf e ;

h' Memotret seseorang yang berkaitan dt-'ngan tindak pidan,: retribusi cjaerah
i' Memangil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sr:baqai tersanqk r

atau saksi ;

j Menghentikan penyidikan ;

k' Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyiclikan tindak pidan ;

dibidan-q retribusi daerah menurut hukum yang bertanggung jaw.rb.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (r) memberitahukan dimulainy:
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepacla penuntut umum melalL;
penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yanii
diatur daram Undang-undang Hukum Acara pidana yang berraku.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAru }.

Pasal 27
(1) Perusahaan-perusahaan y.:ng telah memiliki sIUp dan TDp yang diterbitkan sebelun

Peraturan Daerah ini, terap berlaku untuk jangka waktu I (s.itu) t.rhun seja;
Peraturan Daerah ini diberlakukan.

(2) Terhadap Pcrusahaan-perusahaan sebagalmana cJinraksr-rd p*da ayat (1) wajit
mengajukan kentbali pcrmintaan baru kepada F3upati Ivlukomuko atau pejabat yanr
ditunjuk untuk niemperoleh SIuP cfan TDP sesr:ai ketentuan clalam pi,,raturai

Daer.rh ini dan peraturirn pelaksan.ranny;r.

' 

. 
tsAB XVI

KETENTUAN PENUTI"'P

Pasal 28

(l) l-lal*hal yartt; bt:lurll clt,ttur rJ;rlam Pcraturarr l)at-,rah ini st:1,uri1;rn(J rrr,,lqcrrai fekni:
pelaksanaanya akan ejiatur' lebih lanjut dernc;.rn peraturan fJuparr.

%'.---"_*--*,*r-*___:.::::i:i:ry,*.:
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(2) Peraturan Daerah ini mulai bertaku ejak tanggal diundangkan, dengan ketentuan

apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkayr pengundangan peraturan

Daerah inidengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapka
P
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Desernber zOOs

i}lr

\J}

l'\)
//q/t{ tAlt | |

1,*\\
\\\

\\ ,a
\'.:j

,a\,,.,rr* 
,

\t\ !

j:.-

.)+ --r- r --!=,rr_-
\a.

-." *\,
\4"2

i,

PERDA Kab. l+lukomuko Tahun zOOs



(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, dengan ketentuan

apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang elapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangarr Peraturar'

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

)'q
v

Ditetapkan di
Pada tanggal 27

BUPATI

Mukomuko
Desember 2005

MUKOMUKO/

Ttd

ICHWAN YUf'IUS

Diundangkan di Mukomuko

Pada tanggal 02 Januari 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN

i.
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/

Drs. SYAUKANI DAHARI
Pembinan Utama Muda N|P.01008218G
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